BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan, skripsi ini maka penulis

mengemukakan beberapa kesimpulan:

1.

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Hukum yang
mengatur Tentang Perlindungan Hukum terhadap saksi korban Dalam
Tindak Pidana antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 19.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

Dan Korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya
preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun
pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian
perlindungan/pengawasan  dari  berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum
secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap
pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari

perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah

50



dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya)
memperoleh perlindungan

2. Hambatan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap saksi korban tindak pidana pemerkosaan persidangan karena
beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang
menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut
karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh . Hal ini
tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban
dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk
mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

5.2 Saran

1. aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam mencegah dan
mengungkap  kasus-kasus  kesusilaan  khususnya tindak pidana
Pemerkosaan, dengan keadilan hukum masyarakat, begitu pula diperlukan
adanya ketelitian secara seksama dalam mengungkap kasus tindak pidana
pemerkosaan pelakunya harus betul-betul dapat dihukum sesuai dengan
perbuatannya di samping itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, segenap masyarakat
membantu kinerja aparat penegak hukum bukan mengambil keputusan
sendiri jika terjadi tindak pidana khususnya pencabulan dan menyerahkan
kepada pihak berwajib dalam proses peradilannya.

3. Kita sebagai anggota dari masyarakat segorontalo ikut mendukung para

korban pemerkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar tidak
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ada korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan haknya untuk

mendaptkan perlindungan hukum.
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